
 
BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR 3 TAHUN 2014 

TENTANG 

BESARAN BELANJA PENUNJANG OPERASIOANAL KEPALA DAERAH  

DAN WAKIL KEPALA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  BANJAR, 

Menimban
g 

: a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan 
Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 Pasal 9 ayat 2 perlu 

diatur mengenai besaran biaya penunjang operasional 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a tersebut 

perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Banjar;  

 

Mengingat                
     

:
              

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4268); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang  Nomor 32 Tahun  2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
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(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01); 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN BELANJA  

PENUNJANG OPERASIOANAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL 
KEPALA DAERAH. 

 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimasud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar. 

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Banjar. 

5. Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
adalah belanja operasional  yang disediakan kepada Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sos ial 
masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung 
pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

6. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi/klaster suatu 
daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu 

yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran bantuan 
operasional pada setiap klaster. 

7. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk 

mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip 
pencapaian efesiensi dan efektifitas alokasi dana. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
dalah anggaran tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

9. Peratanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya 
yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik. 

 

 
BAB II 

PENGELOMPOKAN KEMAMPUNAN KEUANGAN DAERAH 

     Pasal 2 

Kemampuan keuangan daerah berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di 
atas Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) dapat diberikan 

paling rendah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau paling tinggi 
sebesar 0,15%.  
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BAB III 
BELANJA PENUNJANG OPERSIONAL 

Pasal 3 

Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan Belanja Penunjang 
Operasional dengan mempertimbangkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.  

Pasal 4 

Kemampuan Daerah berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah adalah 
termasuk dalam klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sehingga 
Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat  

diberikan sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).  
 

Pasal 5 

Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 
dibayarkan terhitung 1 Januari 2014. 

Pasal 6 

Besaran Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan 

daerah. 

Pasal 7 

Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam Pos Anggaran Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Sekretariat Daerah dikelompokkan ke dalam 

belanja tidak langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai obyek 
belanja penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 
 

         Ditetapkan di Martapura 
         pada tanggal 2 Januari 2014       

 
              BUPATI BANJAR, 

 

 
 

                                                                            H. PANGERAN KHAIRUL SALEH 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal  2 Januari 2014          

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

 

 
 

                   H. NASRUN SYAH 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014  NOMOR 3 

 
 
 

 


